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PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
KAWASAN PERKOTAAN

Oleh: Dayat Hidayat *)

Wilayah perkotaan berperan makin penting dalam pembangunan nasional. Sumbanganmya
terhadap pembangunan nasional bertambah besar di samping dampak negatifnya yang juga
besar terhadap munculnya masalch-masalah vang dihadapi bangsa Indonesia. I sisi lain
tampak peranan wilayah perdesaan, yamg semakin tertinggal jowh dibending wilaya
perkataan. (leh karena itu hanyak penduduk perdesaon yang meninggaikan daerahrya dan
memasuki perkotaan. dengan berkembangnya daerah perkotaan menyebabkan beban kota
semakin berat dan tunfulan masyarakal untuk mendapatkun pelayanan dari pemerintah jug
semakin tinggi. Sehingga pemerintah fuga perlu bekerjasama dengan fihak-fihak swasta dalam
menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan kawasan perkotaan.

Ee===—————L S

1. Pendahuluan

Sigtern  kotz-kola berarti hubungan
antara beberapa kota vang tenadi secara
saling  (erkail, schingga mendatangkan
manfaan lementu bagi kota-koia im dan joga
bagi lingkungan sckitamya. Kota merupakan
unsir  atan  clemen wulama di  dalam
antar kota menjadi faktor pengikat Ketiadaan
hubungan dapal membatalkan konsep sistem,
walaupun kotanya ada. Manfaat vang muncul
dan interakst it adalah semakin efisiennya
kegiatan perkofaan, bagi pembangunan kota-
kota it sendiri, dan juga bagi perwujndan
kemajuam untuk kawasan sekitar dan wilayah
vang lebih luas.

Pembentukan kota-kofa sermg terjadi
secara  hirarkis.  Kota-kota kecil saling
berhubungan satu dengan vang lain dan
hubungan itu mengait ke kota-kota yang lebih
besar, Pola demikian berlangsung secam
sistematis pada kola-kota yang lebih besar.
Hobungan antar kota sering dituntut bersifat
timbal balik Interaksi tersebut tejadi dalam
beragam hal: komunikasi, tmnsportasi,
transfer dana, mobilitas penduduk

Sistem  kola-kota Indonesia  femis
bergeser selama bebernpa dekade terakhir.
Pada tahun G0-an, intemksi amtar kota
Indonesia terbatas. Otonomi  pulau-pulan
besar/utama, dalam pengertian  inleraksi
antar-kota terjadi di antara sesama kota
sekarang. Interaksi antar pulan masih
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terbatas.  Sejalan  dengan  kemajuan
transportasi, integrasi wilayah nasional
semakin ccpal. Interaksi antar-pulau  dan

Kescimbangan interaksi temyata tidak
pemerataan  pembangunan. Pulau Jawa
semakin menonjol perannya selaku pusat
kegiatan ekonomi, pusal pengumpul dan
distribusi ekonomi. Daerah luar Jawa yang
tadinya berhubungan langsung ke luar negen,
kemudian malah memerlukan Jawa untuk
melakukannva, Penciptaan nilai tambah
semakin terkumpul di Jawa dan dinikmat
olch kota-kotanya. Lebih-lebih lagi kemudian
konsentrasi investasi di scktor sekunder
sgjalan dengan kecenderungan pemusatan
tersebul. Kota-kota di Jawa semakin cepal
tumbuh dan berkembang Sistem kola-kota
nasional berkembang denpan Jawa semakin
terkukuhkan sebagai pusat dan penyambung
ke dunia interasional. (Hem Purboyo,
NUDS-2)

an"ilth perkotaan  berperan  makin

Kota telah menjadi daya tarik yang kuaf
bagi masyarakat desa untuk didatangi Hal
terssbut kemudian mengakibatkan beban kota
menjadi  semakin  berat.  Perpindahan
pendudnk dari desa ke kota merupakan
penyebab proses urbanisasi seperti  yang

disampaikan oleh Guru Besar FE-Ul Prijono
Tjiptoherijanto: ~ “urbanisasi  bukanlak
perpindahan penduduk dari desa ke kota,
tetapt urbomisaxi adalah preseniasi penduduk
yang finggal di daerah perkotaan”.

Perlu diperhatikan, mengapa orang-orang
desa banyak yang menyerbu kota?, Daaku
memang, bahwa kesempatan untuk bekerja
lebih banyak berada di kota. Di samping itu
adanya kesenjangan desa-kota dan juga
pembangunan desa yang memang tentinggal,
sehingga menyebabkan besamya disparitas
antara desa dan kota, Terjadinya krisis saat
ini juga menjadi pemicu proses lerjadinya
urbanisasi Michael Lipton (1977) dalam
Akhmad Furqon menyatakan bahwa
“Pembangunan di pedesaan nyaris tidak ada
artinya fika dibandingkan dengan pgairah di
kota-kota besar” Di samping itu “rendahnya
nilai kultur petani terhadap produk produk
modern menunjukkan betapa lemahnya posisi
pedesaan” (Todaro &  Stilkind, 1581).
Ditambahkan kemudian bahwa “sumber daya
ekonomi pedesaan banyak dihisap atas nama
pembangunan  desa  yang  diintegrasikan
dengan pembangunan nasional” (Uma Lele,
1979)

suaty kewajaran yang terjadi sciring dengan
kemampuan dan  kondisi  ckonomi

mengatakan :
72
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jumlah penduduk akan berkorelasi positif
dengan meningkatnya jumlah urbanisasi di
suatu wilayah. Ada kecenderungan bahwa
akiivitas perckonomian akan terpusal pada
suatu area yang memiliki un,gkm konsentrasi
penduduk yang cukup tinggi
positif antara konsentrasi pcmim:luk dengan
aktivitas ekonomi ini akan menyebabkan
makin  membesamya area kongentrasi
penduduk, sehingga memimbulkan apa yvang
dikenal dengan nama dasrah  perkotanan
(Kompas, § Mei 2000)

Adanys  honsenimsi  penduduk  dan
akiivitas ckonomi terdapat suatu keterkaitan,
oleh schab it pamm pelaku  ckonomi
cenderung melakukon investasi di  dacrah
vang memiliki tingkat konsenirasi penduduk
vang tinggl. Karena mercka dapat menghemat
berbagai biaya, di antaranya distribusi barang
dan  jass  Sebaliknya penduduk  akan
cenderung  datang kepada pusal kegiatan
ckonomi, karena di tempat itulah mercka
akan lebih mudah memperolch kesempatan
uﬂmkmmdﬂpmkanpcku]aan

Kota-kota ini memegang peranan vang
sangal penting/strategis dalam pembangunan
nasional maupun regional seperti  yang
dikemukakan oleh World Bank bahwa 40-
6% Produk Domestik Brulo negara-negara
yang scdang berkembang diproduksi di
wilayah-wilayah  perkotaan  (Ekonomi
Pembangunan ). Sehingga dengan demikian
pembangunan perlu diarahkan ke daerah
perkoiaan. Seperti vang dikemukakan oleh
Budhy Tjahyati:

Pembangunan wilayah saat il perlu
difokuskan pada kota, karena dalam dekade
mcniﬂang aknn semakin banyak Fl‘.‘l'.'lﬂlﬂllk

besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
Tantangan ulama dan  pembangunan
perkotaan saat imi  adalah bagaimana
mencipiakan  kesempatan keja, pelayanan
dasar  yang menjangkau, tersedianya
perlindungan  hokum dan  sosial, serta
pelayanan  kevangan  Pembangunan kota
bukan sekedar pembangunan fAsik dan
infrastruktur semala,
menciptakan  keadasn untuk  mengurangi
kemiskinan. (Kompas, 4 Marel 2002)

Semakin  banyaknya pendoduk  vang
terkonsentrasi di  wilayah  kota  juga
menimbulkan  berbagai  persoalan  yang
MEnyerainya. Banyaknya persoalan
perkotaan tersebut dapat divmikan schagai
berikut.  pertumbuhan penduduk yang tinggi,
peninglkatan pertumbuhan ekonomu,
pergeseran kegiatan andalan pembangunan
dan pertanian ke non-pertanian (khususnya
industri), keterbatasan lahan, dan degradasi
kualitas lingkungan hidup.

Menurut Ginandjar
(1996:388) menyatikan:

Masalah ‘mikro perkotnan terkail emt
dengan  peningkatan  jumlah  penduduk
perkotaan  yang pesal, balk  karema
pertambiahan secara alaminh maupun akibat
perpindahan penduduk (migrasi). Sementara
itu  ketersediaan  kesempatan  kega  dan
[asilitas pelavanan perkotaun tidak seimbang
dengan meningkatnya kebutuhan Akibatnya
muncul masalah kemiskinan perkotasn yang
menvebabkan makin meningkatnya angka
krimmalitas  kota, kemerosotan tingkat
pelayanan sarna dan prasarana  perkotaan
termasuk kemacetan lalu lintas | masalah air,
knmuh, pencemaran industri, dan benturan-
benturan pemanfaatan lahan, yang pada

Kartasamila
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akhirnya mengakibatkan terjadinya
penurunan kualitas lingkungan perkotaan

Seiring dengan semakin  pentingnya
peran kota dalam pembangunan nasional,
temvata dari tingkat pelayanan infrastruktur
masih  jauh dad  hamspan  Pemyataan
Ginandjar juga didukung oleh Komaruddin
dalam buku Pembangunan Perkotaan
Berwawasan Limghkungan (1999):

Pelavanan air bersih perkotaan dengan
gislem  perpipaan  baru menjangkan 43%
penduduk perkotaan, pelayanan janngan
dramage dan pengaturan ar limbah bam
mencapai 0%, lngkat  pelayanan
persampahan baru mencapai  12% dan
pelayanan janingan jalan dengan kondisi baik
dan layak baru mencapai 60-70%.

Apabila kita merujuk pada pendapat baik
Budi Tjahyati, Komaruddin = maupun
Ginandjar Kariasasmita tersebut, cukup
banyak pekerjaan vang hams dilakukan oleh
pemerintah kota, terutama dalam memberikan

pelayanan  publikmya.  Namun — pada
kenyataannya pemerintah cukup mengalami
banyak kesulitan dalam

mengimplementasikanmya. Hal ini terihat dan

beberapa  permasalahan  yang  dapat

1. Keterbatasan lahan perkotaan untuk
menampung jumlah penduduk, perkem-
bangan perumahan dan  pemukiman,
perkembangan kegiatan ntama perkotaan
(mdustri, perdagangan dan jasa).

2. Memurumnya kualitas lingkungan hidup
dan sosial di perkotaan yang ndak
memperhatikan daya dukung lmgkungan
alam dan daya dukung lingkungan sosial,

serta pelanggaran terhadap  pola
pembangunan berkelanjutan ~ vang
berwawasan lingkungan

Masih tmgginya kemiskinan di perkotaan

Makin sempitnya kesempatan berusaha

dan kesempatan kerja di sekior formal dan

potensi informal kurang didayagunakan.

5. Masih terbatasnya penyediaan sarana dan
prasana perkotaan, terbatasnya keterjang-
kavan masvarakat dan pemanfaatan
infrastuktur masih relatif rendah.

6. Masih terbatasnyn peluang bismis dan

belum tumbuhnya kemitraan pemenmtah,

swasta, dan masyarakat dalam pembang-
unan prasarana dan sarana perkotaan

#

Selanjuinya bagaimanakah  pelayanan
kawasan perkotaan harus diberikan?

Konsepsi dan Kebijakan Pengelolaan
Kawasan Perkotaan

I. Kowasan Perkotaan
Pertumbuhan  kawasan  perkotaan
tejadi begitu cepat temiama di kawasan-
kawasan yang bercirikan kota-kota besar
dan sedang, dap-di wilayah industrialisasi
seperti di  kawasan pantai utars Jawa

Menurut Ditjen Cipta Karya DPU Tahun

1999 (Penelitian Perwakilan LAN,

2000), besaran dan skala perkotaan

adalah sebagai berikmt:

a Kota-kota  metropolitan  vang
penduduknya di atas 1.000.000 jiwa
dengan kepadatan 720-1400 jiwa/ha

b. Kota-kota besar yang penduduknva
500.000 sd. 1.000.000 jiwa dengan
kepadatan 360-720 jiwa/ha

c. Kota-kota sedang yang penduduknya
100,000 sd 500000 jiwa dengan
kepadatan 240-360 jiwa/ha

d Kota-kota kecil vang penduduknya
20000 -100.000 jiwa dengan
kepadatan 120-240 jiwa/ha

74
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e Kota-kota kecamatan yang

penduduknya  3.000-20.000 jiwa
dengan kepadatan 80-120 pwa/ha

Sementara itu  kawasan vang
bercirikan perkotaan antar lain memilila
karakienstik schagai berikut:

letl]

e

Kriteria

1 Fisk ®

wilayahnys

Lmglungan terbangun  oummal 40% dan uas

®  Bangunan permanen yang add lebih dart 50% dad
perumahan yang sda

P &  Jumlzh

perduduk vang relatii besr lebih dan 50 jivwahin
®  Heteropenitas pendudulmys relatil culup begur

pendhuduk  bhesar, dengan  kepadstan

®  Pendoduknyn  lebih banyek mendwsariom
Hudqunnjnpnduhgxm-i:gimmmm
lehih dari 75%

4 Fasilitns

® Membutubkan fasilitas-fasilitas  perkotaan  yang

5 Kelembagaan | o .

pendidikan, agama dan orpagisasi masyarakal lannyn

Sumber; Penelitan Model Kelembagaan Eawasan Perkotoan - LAN Tahun 2000

9

Fungsi dan Peran Kota
Seiring dengan pesainya pertumbuhan
kot tentumya diperlukan pemnganan

75

Dalam  penanganan  permasalahan
w pnrlr.man perlu  juga
diperhatikan tipologi perkotaan karena
hal tersebut memumtut perlakuan yang
berlainan dalam pengelolaannya vang
disesuaikan dengan kamakteristik serta
dinamika perkembang-annya. Peran dan
fungsi  kota-pun  akan  mengalami
perubahan dan perkembangannya seria
kebutuhan dan fomutan vang ada
Menurut  Karyoedi, Peneliian Kota
Mandini 1999  (Penmeliian  LAN,
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2000:11), menyvebutkan bahwa kota

mempunyai peran sebagai berikut:

|. Kota berperan sshagai  pusal
kegiatan ckonomi wilayah

2. Kola sebagal pusal pelayanan umuim
sekitarmya

3. Kota scbagai pusat admimistrasi
pemerintahan,  yaitu  berperan
sehagai pusat kelembagaan dan
informasi bagi wilayah sekitarmya

4 Kota berperan schagai  pusat
pemasaran  hasil bumi, pengem-
bangan sumber daya alam ke arah
produksi komersial, tempal melaku-
kan proses kegiatan industri pengo-
lahan dan pemingkatan produksi

Sementara itu  Rondinefli 1983
{Penelitian LAN, 2000; 1),
menyebutkan fungsi kota dalam komtek
pelavanan kota memiliki fungsi-fungsi
sebagai berikut:

1. Pusat pelayanan umum  dan
masyarakal

2. Pusat pelayanan jasa pribadi dan
komersial

3. Pusat perdagangan regional

4. Puosat kegistan industri kecil dan
menengah  terulama  pengolahan
hasil-hasil pertanian

5. Pusst daya tark migran dari
pedesaan

6. Pusal pengangkutan dan komunikasi

7. Pusat pengiriman pang ke kedesaan

8. Pusat transformasi sosial

3. Kebijokan  Pengelolaan  Kawasan

Perkotaan
Keterlibatan  pemerimiah  dalam

pengelolaan Kota masih terbatas, hanya

kependudukan, Disadan bahwa
keterbatasan ini  disehabkan kanena
belum ada perangkat regulasi khusus
vang mengatur kewenangan pemerintah
dalam pengelolaan Kota Peraturan yang
ada hanya diarshkan pada penmganan
perumahan skals besar,

Beberapa aspek hukum dan peratomn
perundangan yang melmar-belakang cksist-
ensi dan landasan pengelolaan Kota, adalah

Selanjutnya,  berdasarkan  Undang-
undang No. 22 Tahun 1999 tidak mengator
dan menjelaskan adanya perangkat pemerin-
tah kota secam khusus, tetapi lebih diarahkan
pada pengaturan Daerah Otonom  secara
keseluruhan. Undang-undang No. 22 Tahun
1999 letih memben kelcliasaan terciptanya
perbedaan  dalam  mekanisme penyeleng-
goraan pemennish di daerah. Hal ini
disehabkan karena kescragaman penyeleng-
pgarazn pemerntahan di dasmh memmbalkan
berbagai hambatan, terutama bagi kota-kota
fungsinya schagai _pusal pertumbuban dan
skala tententu (besar) tidak mungkin lagi
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pada figur individual tetapi  akan
menyandarkan dini  pada  sistem  dan
kesisteman yang berlaku. Peran dan fungsi
pemerintahan akan mengalami reposisi ulang
yang lebih menckankan pada aspek-aspek
pmnmhmmwmdmm
tingkat perkembangan dan peradaban dan
fualu  masyarakal Peran dan  fungs
pemerintahan itu adalah sehagai berikut

a. Pengaturan (regulation), pemerintahan
akan menempatkan diri schagai peagatur
dan pembuat aturan scria

aspck  kebijakan  dalam  konsep
Reinventing Government yang
dikembangkan oleh Ted Gabler dan
David Osborne peran pemerintah lebih
banyak pada hal steering rather than
rowing,  dalam  pengertian  lain
pemerintah  Iehih  berkonsentrasi pada
membual pengaturan-pengaturan  dalam
melindongi dan mengatur public goods  d
dan public cﬂiﬂr untuk mﬁmug
peningkatan
Scdangkankadarpahlmmmmknbgakm—
kebijakan yang telah dibuat  akan
semakin - menyusut  seiring  dengan
masyarakat.

dan jurang kesemjangan keberdayaan
semakin melebar,

Pelayanan masyarakat (Public Services),
pemeriniahan  sekarang dan ke depan
bukan pemerinftahan  amtenaar  vang
mengangeap masyarakat sebagai hamba
yang perlu mengabdi kepada pemenntah,
tetapi pemerintahan yang publik servant
yakni pemerintah  sebagai  pelayan
masyarakal yang mengabdikan dinnya
untuk  memberikan layanan-layanan
terbaik kepada masyarakat sesuai dengan
kebutuhan-kebutnhan masyarakat.

Pendorong Demokrasi di daerah. Dewasa
berupaya untuk mewujudkan demokrasi
dalam berbangsa dan bemegara. Maka
pemerintah daerah memiliki tugas untuk
menumbuhkembangkan pelaksanaan
demokrasi di daerah.

Fasilitator, dinamisator dan  motivator
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Analisis terhadap perlunya pelayanan
perkotasn

Berkembangnya wilayah perkotaan akan
akan membawa dampak

kutub pertumbuhan (growthpole) dan pusat-
pusat periumbuhan (growth cemtre). Hal
inilah yang menjadikan proses urbamsasi
terjadi. Orang-orang menverbu kota, karena
divakini di tempat inilsh mercka akan
mendiapat pekerjaan dan menghasilkan wmg,
Karena pada kenyataannya apapun yang
dikerjakan & kola dapat menghasilkan uang,
menjadi pengemis sekalipom misalnya,

Di samping itn banyvaknya invester vang
menanamkan  modalnya  hampir  selalu
dilakukan di tempat yang tingkat kepadatan
penduduknya cokup tingei, aspalagi kalau
di sini terjadilah pertumbuban pada kot
walaupun terdapat perbedaan pertumbuhan
mkmymgmmumdmnhymgm
dengan kola/dacmah laimnya. Hal ini terjadi
karena ada ketidakseimbangan pembangunan,
artinya  perkembangan suatu wilayah akan
menyebabkan wilayah itn memiliki daya tarik
bagi perkembangan wilayah it Gunar
Myrdal (1950) (dalam Djoko Sujarto,
1997:14), menyatakan bahwa:
Ketidakseimbangan ini schagni suato
mekanisme sirknlar dan kumulatif yang
secara teoritik disebut teori backwash
effect.  Diattikan  bahwa  sekali
pertumbuhan  dimnlai  di wilayah
tertentu maka buruh, modal dan bahan

mentah cenderung akan bergerak dan
tersedot ke wilayah-wilayah tersebul.

Di samping hal yang disebutkan Myrdal.
Ginanjar Kanasasmita (1996:384)
menambahkan bahwa persoalan kekumuhan
kota dan kemiskinan perkotaan (urban
poverty), yang pada gilirannya menghasilkan
gangguan sosial, seperii  kekemsan  dan
ketidakstabilan politik

Tekanan perubahan yang terjadi sast ini
telah cenderung meruntuhkan milai-nilai ama
yviang memunculkan mlai bamo yang berbasis
ilmu pengetahinan dan teknologi yang secam
bersamaan menciptakan peluang-peluang dan
miisalal-masalah bam, Berbagai perubahan
vang kini sedang kita alami telah membawa
implikasi yang luas terhadap
penyelengpgaraan  pemenntahan,  terutama
karena secarn sadar atau tidak, sebagian dari
fungsi pemerintahan-pun telah  bergeser.
Keadaan seperti mi hamus direspon dengam
perubahan pola kebyakan dalam
penyelenggaraan pemerintahan.

Pengelolasn  Kdwasan Perkotaaan yang
adn saal i perlu ditingkatkan disebabkan
kecendenmgan-kecenderungan vang ads pada
gaat ini adalah:

1. Adanya pertumbuhan penduduk kawasan
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dapat memperbaiki kehidupan dan
penghidupannya.  Fakior lain  yang
menyebabkan urbanisasi vakni kesadaran
untuk meningkatian taral pendidikan,

sedangkan samna-sarana  pendidikan-

pendidikan lanjutan hanya (edetak di
kawasan perkotazan

perubahan strukiur wilayah vang tadinya
pedesasn  dengnn  tumbuhnya  industri

- telah merubah wajah wilayah tersebut

memgadi kawasan perkolaan yang fentu
saja memmint  penyediaan  {asilitas-
fasilias perumahan, kesehatan,
perdagangan dan fasilitas sosial dan
fasilitas umum lainmya.

Dalam pengelolaan kawasan perkotaan
diperiukan adanya keterpaduan antara
berbagni kawasan/daerah, berbagai sektor
dan  subsektor, schingpa Pengelolaan
dapat dilakukan secara terintegrasi dan
terkoordinasi dengan  baik,  Tidak
menimbulian suam kecenderungan uniuk

satu sekior saja, tanpa memperhitunghkan
dampaknya lerhadap kawasan/sekior lain.
Kecendenngan-kecenderungan di
lapangan pengelolan kawasan perkotaan
tidak ditangani secara  serius  oleh
Pemerintah  Daerah, sehingga perkem-
bangan kawasan perkotaan berkembang
kearah kota yang semerawul, tidak tertata
dan tidak teratur

Secarn  struktural dan  fungsional
pengelolaan kawasan perkotaan
dilakokan secamm terpissh-pisah oleh
beberapa instansi pemerintahan dengan
menggunakan pendekatan  didasarkan
bidang twgas dan fungsi masing-masing.

Mengingat bahwa kota meropakan pusat

pelayanan, maka diperdukan kebijakan-
kebijakan untuk melakukan hal tersebut.
Kebijakan dilakukan oleh pemerintah sebagai
regulator dan dapat bermitra dengan swasia
seria masayarakal.

Dalam membuat pelayanan perkotaan

lebih mementingkan satu kawasan atau

dilakukan melalui

Gambar 1 Pengelolann Kawasan Perkotaan

I Puast pelinyanan wmun dan .. PENGATURAN
mvassien 1 PEMBERDAYAAN
2 Puani palmyanan s probadi MASYARAKAT
dan lemeraiel 1. PELAYANAM
3. Pusat perdagangan regional MASYARAKAT
4 Puast keginten indhistn kseil ;
4. PENDORONG
ddan mengerigah DEMOKRAST
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Pada input kota merupakan pusal-pusal
kegiatan  yvang  didalamnya

kelndupan kota Dengan adanya dinamika
lersbut  tentunya supava tidak  terjudi
kekumuhan kota, gejolak sosial dan supaya
terjadinya ketertiban kota diperlukan proses.
Proses yang dilakukan vakmi  dengan
memberikan  pelayanan-peleyanan  vang
dibumhkan oleh dinamika kota. Dalam hal ini
pelayanan yang diberikan diatur pemerntih
melalui regulasifkebiiakan yang dikeluarkan,
berupa UU sampai dengan Perda Scbagian
dilaksanakan langsung oleh pemeriniah
daprah, kemudian ada vang dilakukan oleh
para stakeholders (swasta dan masyarakat)
melaiui  pemberdayaan masyarakatl dengan
fungsi pengaturan tetap dilakukan oleh
dapat membentuk lembaga-lembaga vang
bertugas untuk melakokan  pelayanan
Lembaga terscbut dapat berupa lembaga
pemerintah murni, semi swasta, dan swasta
penuh. Hal- hal yang sifstnya strategis tetap
dilakukan oleh pemenmtah sendiri.

BBengan semakin kompleksnya permasalahan
perkotaan di masa yang akan datang, Togas
dan fungsi kelembagaan pengelola kawasan

Kondisi ini memerlukan kemampuan mstitusi
dengan gistem manajemen vang handal dalam
mengeiola  pelayanan  umum  perkotaan
Untuk saat ini bentuk institusi pengelolaan
pilmk pengembang  berdasarkan  komscp
manajemen  scbuah  perusshasn.  Dalam
mewnjudkan  Kelembagaan — Pengelolaan
Kawasan perkotaan yang dapat memberikan
layanan yang efektif dan efisien perln melihat
beberapa aspek yang  dibotuhkan  sebuah
OTEamisas: yiin °

1. Siaws dan  kedudukan  dalam
Pemerintalian Dacrah,
2. Tugas pokok dan fongsi,
3. Kewenangan untuk menjalankan tugas
dan fungsimyn,
4. serta aliernatif struktor Kelembagoan,
5. Personil dam Pembiavaan Kelembagaan
(Penelinan LAN, 2000:56)
Unimak mengelola kawasan perkotaan
dapat diberikan beberapa alternatif siapa vang
perlu dilibatkan (Pepelitian LAN, 2000:57);

I, Murni Aparatur Pemerintah Daerah

Kelembagaan Pengelola Kawasan
Perkotaan dengan pola mumi Aparalur
Pemerintah Daerah  ini  mempakan
bagian dari birokrasi pemerintah Daerah.
Kelembagaan ini tidak jauh berbeda
dengan apammr pemernntah lainnya
vakni berkedodukan sebagai pelaksanaan
mmwmmw
Dacmh Kabupaten d bnmnggung
kepada Prmpinam
Dmmlxﬁnqumlmhgn:md:mgkm
dan  diberhentikan oleh pimpinan
Pemerintah Daerah (Kepala
Dacrah/Sekretaris Dacrah) dari Pegawai

80
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Negeri  Sipil  dengan  syarat-syarat

disalurkan ke lembaga legislatif (DPRD)
Kabupaten. Maode] kelembagnan
htmkmn kecenderungnn bersifi
rigid/kurang feksibel dalam
mengantigipasi kebutmhan dan tomtoian
vimg berkembang di wilayah dan
masvarakainya. Kelembagaan ini lebib
bersifat pelaksana tngas-ugas pimpinan
bukan pemennhan kcbwuwhan dan
aspirasi wilayah dan masyarakatmya

Ddﬂmdanamakpermlmg

b

pembiyaan akan sangal lergantung
alokasi dana yang diberikan Pemeriniah
dacrah  pada  lembaga  tersebui
Sedangkan  kecenderungan  rata-mata
kemampuan Pemerintah dacrsh  sangat
lerbatas. Untuk mengatasi permasalah
kelembagaan tersebut dapat diberikan
otoritas yang lebih dengan menempatkan
kelembagnan  vbs.  seperti  model
knlt_:mhagam: pemeriniah  dengan  pola
Unit Swadana Kelembagain dimaksud
selain mendapat subsidi dari Pemeniniah
lain  yang legal umtnk menopang
pelaksansan lugas dan fungsinya.

ISCM'HI Pﬂmﬂk Dﬂm

Kelembagann dengan pola semi
Pemerintah Valitn kalembagaan
Pemeriniah dengan membuka lebar unsur
masyarakat dan swasta terlibat langsung
(Lidak Ilan}'a"mm;m:h objek izstapi dapat

perkotaan  ini Bentuk kelembagaon
seperit imi dapat bervanasi baik dan
aspek pimpinan kelembagaan ini yang
miemungkinkan direlerut dan orang-orang
pru!-'mmal alan persom! tekmis - dapat
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profersional di banding dengan model
pertama disampin memiliki- fleksibilitas
vang cukup tingg dalam mengantisipasi
dan menjawab tuntutan dan kebutuhan di
lapangan.

i Kelembogam Swasta Murni

Pengelolaan  kawasan  perkotaan
diserahkan sepenchnya kepada Ffhak
swasti dalam hal ini  seperu
developer’pengembang vang dewasa ini
seperti di kota-kota mandiri, pemukiman-
pemukiman skala besar yang dilengkam
sarana fasilitas umom dan fasilitas sosial
vang komplit. Pola semacam ini akan
cenderung bersifal profit orfented karena
bertijuan itk mendapatkan
keuntungan, ckslusivitas wilavah/dacrah
cenderung akan terjadi dengan pola
tersebut.  Pemenntah Daerah  tidak
memiliki otoritas untuk intervensi ke
dalam organisasi ini  sechinpes  akan
mengalami  kesulitan untnk  melakokan
PEngaWasAN dim pengendalian. Secara
teoritis karena jenis bamng/lavanan vang
disedinkan kelembagaan kawasan per-
kotaan lebih cenderung bamng publik,
maka kelembagsan yang mumu dilaku-
kan oleh swasta dimsakan kurang tepat.

Sementara i menorot | Kristiadi
(1997:237):

Keterbatasan dan sumber daya manusia vang
berkualitas di sektor publik mengaharskan
pemeonmah kota untuk menciptakan iklim
yang memmjang mobilisasi sumber-sumber
daya yang ada di masyarakat Kemitraan
aniara  pemenntah  dengan  masyarakat
termasuk swasta merupakan altematif yang

dapal dikembangkan dalam mempercepat
pertumbuhian ekonomi perkotann.

Artinya  kalau teryala pemerimah, nvata-
nyata tidak mampu untuk melakukan beberapa
hal vang berhubungan dengan pengelolaan
perkotaan  maka sebaiknya pemerintah
bekerjasama dengan fihak masyarakat atau
swasta. Sementara dalam hal ini pemerintah
hanya melakukan hal-hal yang sifamya
regulasi.  Adapun yang dapsl  dimitrakan
terschut, menurot Knstiadi (1997:237):

L. Mengelola suatw  pelayanan  vang
disediaken  oleh  pemerinigh, seperti
kerjosama  amtara swasta  dengan
pemrinfah kol dalam mengelola fasilivos
parkir, kerjasama dengan lembaga
masyaraicai (RIVRW) dalam mengeloia
kran wmem dan MCK

Membangun  dan  mengoperasikan
prasarana  wmum, sebagal  contoh
kerjasama swasta dengan pemerintah
(BUMN)  dalam  membangun  dan
mengopearsikan jalen  fel,  kerjaxama
antara  swasfa dengan  pemerinicah
(BUMD) © dalam  membangun  dan
mengoperasikan fasilitay pengolahan air

bt

bersih dan  fasilitas  pengolahan  air
timbah
3. Memproses dan  mengeluarkan  izin

fertenfu, sebagt conioh kerjasama aniara
pemerintah dengan pengelola kawasan
industri dalam rangka mempermudah
pemrosesan perizinan yang diperlukan
bag kegiatan inchistri,

Penutup
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negalifnya  yang juga besar terhadap
muncuinya masalab-masalah yvang dihadapi
bangsa Indonesia. Di sisi lain tampak peranan
wilayah perdesaan, yang semakin (eringgal
jauh dihudm.g wilayah perkotaan. Oleh

Hal tersebul dapat dimenperti
kurona termyata kota telah memiliki daya tarik
yang sangat kuoat bagi orang-orang desa
Schingga kemudian  kota menjadi sarat
dengan beban yang disangganva. Terjadinya
kemiskinan perkotaan, gejolak sosial dan
politikk,  kekerasan, kekumubam  dan
ketidakieraturan kota menjadi pemandangan
sehari-han di seluruh kota Indonesia Karena
pada masa mendistang penduduk perkotaan
akan bertambah banyak, maka pembangunan-
pun akan lebih difokuskan di perkotaan.
Mengingat kegiatan banyak berpusat &
perkolaan, diperiukan usaha untuk mengatasi
persoalan  perkotaan.  Kegiatan  perkoiasn
tersebul juga dikarenakan cleh perumbuhan
kota pada umumnya Karena kota merupakan
pusal pelayanan wmum, pusal perdagangan,
pusal pengangkutan dan komunikasi, pusat
penginman uwang ke podesaan  pulat
perdagangan regional serta pusal dava tarik
migran Schingga dengan demikian fasilitas

pelayanan  perkolaan  sangal
diperlukan mE.su sarana dan prasana k{jt.'l

Pembentukan  kelembagaan pengelola
kota antara lan dengan pembentukan
Imﬁagayugmmpawnﬁahmﬁm
pemigrintah daerah dan swasta momi Di
samping i khosusnya  untuk  semi
pemerintah  adalah  kemitraan — dengan
masyarakal atan swasta, dengan pemerintah
tetap sebagai regulator

Selanjutnya  baik  pernerintah  maupun
mnsyarakat perly melakukan langkah-langkah
kongkrit dalam rangka pembenahan kota apar
menjadi  kota yang genah merenah tur
tumaninah. Dalam mngka mewujudian hal
tersehut diperukan:

l. Untuk  mengatasi  sumpek  dan
mengurangi tngkat polusi, pemerintah
agar memindahkan pabrik-pabrik ke loar
kota. Dengan demikian pergerakan
manusia  schagian  akan  berkurang
Dihorapkan juga akan tumbuh pusat-
pusal bam di sini.

2, Pelayanan terhadap masvarakat kota
seperti masalah kebersihan dan tempat-
tempat . sampah  dizediakan schamyak-
hanyaknya, juga MUK

3. Lembaga vang dibeniuk, pemeriniah
dapat bekerjasama dengan swasta untuk
mengadakan pelavanan

4. Bagt para PKL perlu diberikan tempat
yang memadai agar trotoir  dapat

sesuai fungsinya
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